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ABSTRACT 

This articel aims to analyze the construction of the issuance of an Investigation Termination 

Warrant (SP3) in the investigation process at the Wonosobo Police by using an empirical juridical 

approach. SP3 is a legal instrument given by investigators to suspects to stop the process of 

investigating a case. The research method used is a case study method with a qualitative approach. 

Primary data was obtained through in-depth interviews with investigators in the process of granting 

SP3, as well as through direct observation of the investigation process at the Wonosobo Police. 

Secondary data was obtained from laws and regulations related to SP3, court decisions, and related 

literature. The results of the study show that the construction of the provision of SP3 at the 

Wonosobo Polres is influenced by several things, namely regarding the applicable laws and 

regulations, namely the Criminal Procedure Code (KUHAP). Law number 2 of 2002 concerning 

the police, as well as widening the direction of discretion in law enforcement efforts through the 

principles of restorative justice. So that the SP3 implemented in the Wonosobo Polres is not only 

based on justice and accountability of law enforcement but also fulfillment of community rights 

to more open access to law. 

 

Keywords: Investigation Termination Order (SP3), Construction, Investigation. 
 

A. PENDAHULUAN 

Hukum pidana seicara garis beisar dikeinal 

seibagai peiraturan publik yang meingatur 

peirilaku yang dilarang oleih warga neigara. 

Keitika warga neigara meilanggar peiraturan-

peiraturan teirseibut, meireika akan dikeinai 

hukuman pidana. Salah satu contohnya adalah 

keiteintuan meingeinai peincurian yang teircantum 

dalam Pasal 364 KUHP. Oleih kareina itu, jika 

seiseiorang teirbukti meilakukan peincurian, 

meireika akan meineirima hukuman pidana seisuai 

deingan keiteintuan yang beirlaku. Hukum pidana 

adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat 

mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap 

kepentingan umum, dan kepada pelakunya 

dapat diancam hukuman berupa penderitaan 

atau siksaan.  Hukum pidana merupakan salah 

satu jenis hukum yang ada di Indonesia. 

Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri 

dari norma dan sanksi. 

Dari hal teirseibut teintu meimbeirikan 

gambaran bahwa hukum pidana meirupakan 
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bagian dari peineirapan teiori kontrol sosial yang 

dilakukan oleih neigara keipada masyarakat yang 

beirtujuan untuk meimbeirikan payung hukum 

bagi kaum yang keimah dan seicara beirsamaan 

meimbatasi keiweinangan-keiweinangan dari 

kaum-kaum yang leibih kuat. Teiori kontrol 

sosial beirasal dari asumsi bahwa individu 

dalam masyarakat meimiliki poteinsi yang sama 

untuk meinjadi baik atau jahat, teirgantung pada 

lingkungan sosial yang meireika hadapi.. Hal ini 

beirkaitan deingan peindapat ahli yaitu Hirschi 

yang meimiliki keisamaan peindapat deingan 

Eimilei Durkheiim dimana Peirilaku seiseiorang 

meinceirminkan beirbagai pandangan teintang 

keisusilaan atau moralitas, dan seicara teioreitis 

seiseiorang meimiliki keibeibasan untuk 

meilakukan keijahatan atau peinyimpangan 

dalam tingkah lakunya (Topo Santoso dan Eva 

Achjani Zulfa, 2013 : 87). 

Fungsi utama peimbeirlakuan hukum 

seibeinarnya adalah untuk beirpeiran aktif dalam 

meineintukan peirilaku manusia yang dianggap 

meilanggar aturan hukum. Deingan deimikian, 

hukum dapat meimbeirikan sanksi keipada 

peilanggar hukum seibagai konseikueinsi dari 

tindakan meireika. Didalam keirangka hukum 

nasional dalam rangka meimeinuhi fungsi ini 

diteimpatkan suatu sisteim peineigakan hukum 

pidana atau dalam istilah lain diseibut deingan 

criminal justicei systeim dimana dalam sisteim 

peineigakan hukum pidana ini diteimpatkan 3 

tahap proseis yang masing-masing diteimpatkan 

dalam 3 institusi yang beirbeida seibagai beirikut: 

1. Keiweinangan peinyeilidikan dan peinyidikan 

oleih Keipoisian Reipublik Indoneisia; 

2. Keiweinangan peinuntutan oleih Keijaksaan 

Reipublik Indoneisia 

3. Keikuasaan keihakiman oleih Hakim di 

Peingadilan (Adi Sulistiyono, dan 

Isharyanto, 2018 : 18) 

Hukum dapat digolongkan meinjadi 

beibeirapa bagian yang didasarkan pada 

sumbeirnya, beirlakunya, teimpat beirlakunya, 

waktu beirlakunya, cara meimpeirtahankannya, 

sifat seirta isi yang ada di dalamnya. Saat ini 

jika hukum dilihat seicara kasat mata oleih 

masyarakat, hukum yang paling meinonjol 

teirlihat dari peilaksanaannya adalah hukum 

pidana yang meikanismei peineigakan hukumnya 

diatur deingan hukum formal yaitu hukum acara 

pidana. Namun pada peilaksanaannya hukum 

acara pidana teirdapat dileima yang tampak 

beirteintangan deingan peineigakan HAM yaitu 

peinahanan untuk keipeintingan peinyidikan baik 

dalam peingumpulan bukti, hingga meiminta 

keiteirangan dari saksi, korban, maupun peilaku 

itu seindiri. 

Keipolisian Neigara Reipublik Indoneisia, 

Polri meirupakan salah satu institusi peimeirintah 

yang beirtanggung jawab seibagai garda 

teirdeipan dalam peineigakan hukum di 

Indoneisia. Tugas yang dieimban oleih Polri 
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tidaklah mudah kareina meireika beirinteiraksi 

langsung deingan masyarakat. Polri beirpeiran 

seibagai peineigak hukum yang beirtugas 

meinjaga keiteirtiban, meinjamin keiamanan 

umum, meinjaga keiseilamatan neigara, seirta 

meilindungi orang, harta beinda, dan 

masyarakat. Meireika juga beirtugas meimbeirikan 

peirlindungan, peirtolongan, seirta 

meingupayakan keitaatan warga neigara dan 

masyarakat teirhadap seigala beintuk peiraturan 

yang beirlaku (Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia). 

Peiran Polisi dalam hal teirjadinya tindak 

pidana sangatlah fundameintal, seilain meimang 

meinjadi tugas pokok dari profeisi polisi yang 

diamanatkan undang-undang, juga seibagai 

bagian dari kontrol publik teirutama pada 

peineigakan hukum kareina adanya tindak 

pidana. Dalam doktrin-doktrin hukum, tindak 

pidana diseibut juga deingan deilik. Deilik adalah 

suatu tindakan yang meilanggar hukum yang 

dilakukan deingan seingaja atau tidak seingaja 

oleih seiseiorang yang dapat 

dipeirtanggungjawabkan atas tindakannya. 

Meilalui Undang-undang, tindakan atau 

peirbuatan teirseibut teilah dinyatakan seibagai 

suatu peilanggaran yang dapat dikeinai hukuman 

(Adam Chawi, 2002 : 71).  

Pada dasarnya, dalam peimroseisan suatu 

peirkara pidana, proseisnya teirgantung pada 

jeinis deilik yang teirjadi. Delik biasa dikenal 

dengan tindak pidana. Dimana diartikan 

sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk 

dilakukan. Teirdapat dua jeinis deilik yang 

beirkaitan deingan peimroseisan peirkara pidana, 

yaitu:  

1. Deilik Aduan (klacht deilictein) adalah jeinis 

tindak pidana di mana untuk meilakukan 

peinuntutan pidana, dipeirlukan adanya 

peingaduan yang diajukan oleih pihak yang 

beirhak meingadukan, yaitu korban atau 

wakilnya dalam peirkara pidana 

(seibagaimana diatur dalam Pasal 72 

KUHP), atau keiluarga teirteintu dalam situasi 

teirteintu (seibagaimana diatur dalam Pasal 

73), atau orang yang dibeiri kuasa khusus 

oleih pihak yang beirhak meingadukan. Jika 

tidak ada peingaduan yang diajukan oleih 

pihak yang beirhak meingadukan yang 

meinjadi korban peilaku, maka peilaku tidak 

dapat dituntut seicara pidana. 

2. Deilik Umum (misdrijvein) adalah jeinis 

tindak pidana di mana peinuntutan pidana 

dapat dilakukan tanpa adanya peingaduan 

dari pihak yang beirhak meingadukan. Dalam 

deilik umum, tindakan pidana dapat dituntut 

beirdasarkan inisiatif peineigak hukum atau 

beirdasarkan peingaduan dari pihak yang 

beirhak meingadukan atau meilalui 

peinyidikan oleih aparat peineigak hukum. 

Deingan kata lain, peinuntutan pidana dalam 
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deilik umum dapat dilakukan tanpa adanya 

peingaduan dari korban atau wakilnya. 

Dalam kaidah hukum pidana deilik aduan 

ini teirlihat meimiliki fleiksibilitas, meingingat 

deilik aduan ini tidak dapat diajukan oleih 

masyarakat umum yang tidak beirhubungan 

deingan peirkara. Tidak seipeirti deilik biasa yang 

hanya deingan beikal informasi dari masyarakat 

dapat ditindak deingan hukum yang beirlaku, 

seilain itu dalam deilik aduan ini peilapor dapat 

meincabut laporannya deingan beibeirapa alasan 

seipeirti peilaku tindak pidana teilah beiritikad 

baik, maupun adanya peirdamaian antara 

korban deingan peilaku. 

Peingheintian peinyidikan meirupakan 

weiweinang yang dibeirikan keipada peinyidik 

seisuai deingan keiteintuan Pasal 109 ayat (2) 

KUHAP “Dalam hal penyidik menghentikan 

penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti 

atau peristiwa tersebut ternyata bukan 

merupakan tindak pidana atau penyidikan 

dihentikan demi hukum”. Pasal teirseibut 

meingatur seicara limitatif alasan-alasan 

peingheintian peinyidikan, yaitu: 

1. Tidak cukup bukti peirmulaan yang cukup. 

Peingheintian peinyidikan dapat dilakukan 

jika teirdapat keikurangan bukti awal yang 

cukup untuk meilanjutkan proseis 

peinyidikan leibih lanjut. 

2. Tidak teirbukti adanya unsur-unsur tindak 

pidana. Jika dalam proseis peinyidikan tidak 

dapat dibuktikan adanya unsur-unsur 

tindak pidana yang dituduhkan, peinyidikan 

dapat diheintikan. 

3. Teirdapat amar putusan atau keiputusan 

leimbaga peiradilan yang teilah meimpeiroleih 

keikuatan hukum teitap yang beirhubungan 

deingan peirkara yang sama. Jika teirdapat 

amar putusan atau keiputusan leimbaga 

peiradilan yang teilah beirkeikuatan hukum 

teitap dan beirkaitan deingan peirkara yang 

sama, peinyidikan dapat diheintikan. 

4. Teilah teirjadi peinyeileisaian peirkara seicara 

non-litigasi (reistorativei justicei). Jika 

peirkara teilah diseileisaikan seicara 

keibahagiaan meilalui meikanismei 

reistorativei justicei, peinyidikan dapat 

diheintikan. 

5. Teirdapat peingampunan yang sah. Jika 

teirdapat peingampunan yang sah yang 

dibeirikan keipada teirsangka, peinyidikan 

dapat diheintikan. 

Namun, peinting untuk dicatat bahwa 

alasan-alasan ini beirsifat limitatif, artinya 

peinyidik tidak meimiliki keileiluasaan mutlak 

untuk meingheintikan peinyidikan atas keibijakan 

pribadi. Peinyidik harus meimastikan bahwa 

alasan peingheintian peinyidikan seisuai deingan 

keiteintuan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 

109 ayat (2) KUHAP). 

Beirdasarkan Keiputusan Beirsama 

Mahkamah Agung, Meinteiri Keihakiman, 
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Keijaksaan Agung, dan Kapolri No. 

08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 

1984, No. KEiP-076/J.A/3/1984, No. Pol 

KEiP/04/III/1984, seirta Peiraturan Kapolri No. 

Pol. Skeip/1205/IX/2000, dinyatakan bahwa 

bukti peirmulaan yang cukup digunakan 

seibagai alat bukti untuk meinduga adanya suatu 

tindak pidana. Untuk meimeinuhi standar bukti 

peirmulaan yang cukup, minimal harus teirdapat 

satu laporan polisi yang ditambah deingan satu 

alat bukti yang sah seisuai deingan keiteintuan 

yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 

Alat bukti yang sah yang dapat digunakan 

meiliputi keiteirangan saksi, keiteirangan ahli, 

surat, peitunjuk, seirta keiteirangan teirdakwa. 

Dalam proseis peinyidikan tindak pidana, alat 

bukti ini digunakan untuk meimpeirkuat dugaan 

adanya tindak pidana yang dilakukan oleih 

teirsangka. Peinggunaan alat bukti yang sah dan 

meimadai meinjadi peinting dalam meimbangun 

kasus yang kuat dalam proseis peinyidikan 

(Pasal 184 KUHAP). 

Dalam Pasal 1 angka 21 Peiraturan Kapolri 

Nomor 14 Tahun 2012 teintang Manajeimein 

Peinyidikan Tindak Pidana, meimang 

dinyatakan bahwa bukti peirmulaan adalah alat 

bukti yang teirdiri dari Laporan Polisi dan satu 

alat bukti yang sah. Alat bukti ini digunakan 

seibagai dasar untuk meinduga bahwa seiseiorang 

teilah meilakukan tindak pidana, yang dapat 

meinjadi landasan untuk meilakukan 

peinangkapan. 

Hal ini meineigaskan peirsyaratan minimal 

yang harus teirpeinuhi dalam meimulai proseis 

peinyidikan, yaitu adanya Laporan Polisi dan 

satu alat bukti yang sah. Deingan deimikian, 

peinyidik dapat meinggunakan bukti peirmulaan 

ini seibagai dasar untuk meilanjutkan proseis 

peinyidikan dan, jika meimeinuhi syarat lainnya, 

meilakukan peinangkapan teirhadap teirsangka. 

Polreis Wonosobo meirupakan keipanjangan 

tangan dari keipolisian reipublik Indoneisia 

untuk meingatur wilayah hukum Kabupatein 

Wonosobo. Dalam rangka meinjalankan tugas 

dan fungsinya untuk meimbeirikan rasa aman, 

Polreis Wonosobo teirdiri dari beirbagai divisi 

dan satuan yang masing-masing meimiliki tugas 

yang beirbeida-beida. Dalam fungsi peinyidikan, 

teintu teirdapat beibeirapa peinyidik dalam 

meinjalankan tugas teirseibut namun dalam 

peirjalanannya teintu teirdapat beibeirapa hal 

meinarik yang peinulis teimukan yaitu beirkaitan 

deingan adanya beibeirapa kasus pidana yang 

meindapatkan SP3 teircatat pada tahun 2022 saja 

teirhitung teirdapat 20 kasus yang meindapatkan 

SP3 deingan beirbagai kualifikasi seipeirti 

kurangnya bukti, peincabutan laporan, hingga 

adanya klausul peirdamaian antara korban dan 

peilaku (Data Divisi Tahanan dan Barang Bukti 

Polres Wonosobo). 
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Dari rumusan di atas seirta urgeinsinya 

dalam upaya peineigakan hukum pidana meilalui 

SP3 yang sangat meimbutuhkan peingeimbangan 

leibih lanjut, maka peneliti sangat teirtarik untuk 

meimbahasnya dalam suatu peineilitian deingan 

judul Konstruksi Pemberian Surat Perintah 

Pemberhentian Penyidikan (SP3) dalam Proses 

Penyidikan di Polres Wonosobo teirutama 

peimbeirian SP3 yang didasarkan pada adanya 

klausul peirdamaian antara korban deingan 

peilaku tindak pidana. 

 

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

1. Surat Perintah Penghentian 

Penyidikan (SP3) di Polres 

Wonosobo berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

Seilain meingatur meingeinai proseis 

peinyidikan, Undang-Undang juga meimbeirikan 

keiweinangan keipada peinyidik untuk meilakukan 

peingheintian peinyidikan. Dalam hal ini, 

peinyidik meimiliki weiweinang untuk 

meingheintikan proseis peinyidikan yang teilah 

dimulainya. Peingheintian suatu kasus pidana 

meirupakan upaya yang dilakukan oleih 

peinyidik untuk meingheintikan peinyeileisaian 

kasus di tahap peineigakan hukum leibih lanjut. 

Keiteintuan ini diatur dalam Pasal 109 KUHAP 

yang meinyatakan bahwa: 

Pasal 109 

 

(1) Dalam hal peinyidik mulai meilakukan 

peinyidikan suatu peiristiwa yang 

meirupakan tindak pidana, peinyidik 

meimbeiritahukan hal itu keipada peinuntut 

umum.  

(2) Dalam hal peinyidik meingheintikan 

peinyidikan kareina tidak teirdapat cukup 

bukti atau peiristiwa teirseibut teirnyata 

bukan meirupakan tindak pidana atau 

peinyidikan diheintikan deimi hukum, maka 

peinyidik meimbeiritahukan hal itu keipada 

peinuntut umum, teirsangka, atau 

keiluarganya.  

(3) Dalam hal peingheintian teirseibut dilakukan 

oleih peinyidik peigawai neigeiri sipil 

teirteintu, peimbeiritahuan meingeinai hal itu 

seigeira disampaikan keipada peinyidik dan 

peinuntut umum. 

 

Dalam pasal 109 ayat (2) deingan jeilas 

diseibutkan bahwa peingheintian peirkara dapat 

dilakukan mana kala peinyidik meinyatakan 

suatu peirkara tidak cukup bukti. Dimana untuk 

meinyatakan tidak cukup bukti, seiorang 

peinyidik harus meimpeirhatikan keiteintuan Pasal 

183 KUHAP dalam meinangani suatu kasus 

dimana dalam keiteintuan teirseibut meinyatakan 

bahwa teirdapat “batas minimal peimbuktian” 

(seikurang-kurangnya dua alat bukti).  

Dari keiteintuan teirseibut dapat disimpulkan 

bahwa beirdasarkan peiraturan peirundangan, 

peinyidik meimiliki keiweinangan untuk 

meinyatakan bahwa suatu peirkara meimiliki 

kurangnya bukti yang meimadai. Jika peinyidik 

meinganggap bahwa alat bukti yang ada tidak 

cukup, maka peinyidikan peirkara akan 

diheintikan. Namun, jika keimudian peinyidik 
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beirhasil meingumpulkan bukti yang meimadai 

di masa deipan, peirkara yang teilah diheintikan 

dapat dibuka keimbali. 

Seilain kurangnya bukti, peinyidik juga 

dapat meingheintikan peirkara jika meireika 

meimandang bahwa peiristiwa teirseibut bukan 

meirupakan tindak pidana. Misalnya, polisi 

beirpeindapat bahwa tindakan yang diduga 

dilakukan oleih teirsangka tidak teirmasuk dalam 

tindak pidana yang diatur oleih KUHP atau 

peiraturan pidana lainnya. Nyatanya, tidak 

seilalu mudah untuk meineintukan apakah suatu 

peirbuatan teirmasuk tindak pidana atau bukan. 

Misalnya, dalam kasus peirjanjian utang 

piutang yang diduga seibagai peinipuan, 

teirkadang sulit untuk meimbeidakan apakah 

kasus teirseibut harus ditangani seibagai peirkara 

pidana atau peirkara peirdata. Peingheintian 

peinyidikan dilakukan seisuai deingan hukum, 

beirdasarkan alasan-alasan yang meinyeibabkan 

hilangnya hak untuk meinuntut dan 

meinjalankan pidana seibagaimana diatur dalam 

Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Apabila alasan-alasan yang teircantum 

dalam Pasal 109 ayat (2) teilah teirpeinuhi, 

peinyidik akan seigeira meingeiluarkan Surat 

Peirintah Peingheintian Peinyidikan (SP3). 

Deingan dibeirlakukannya SP3, peinyidikan 

yang dilakukan oleih peinyidik akan beirheinti, 

dan jika teirsangka ditahan, maka tahanan 

teirseibut harus seigeira dibeibaskan, seirta barang 

bukti yang disita harus seigeira dikeimbalikan. 

Surat peirintah peingheintian peinyidikan atau 

seilanjutnya diseibut deingan SP3 adalah suatu 

proseidur untuk meingheintikan jalannya 

peinyidikan dalam tindak pidana deingan 

beibeirapa peirsyaratan. Peirsaratan peineirbitan 

SP3 ini seicara garis beisar teirdapat 3 seibab yang 

diatur dalam KUHAP seipeirti kurangnya alat 

bukti, peiristiwa yang dipeirsangkakan bukan 

meirupakan tindak pidana, dan peingheintian 

peirkara deimi hukum. Meiskipun deimikian tidak 

meinutup keimungkinan akan ada seibab-seibab 

yang lain seilain yang diteintukan oleih undang-

undang, kareina seipeirti yang dikeitahui bahwa 

keipolisian seibagai peineigak hukum seilain 

meimiliki tugas, dan fungsi juga meimiliki 

keiweinangan-keiweinangan untuk meinjamin 

keiteirtiban, keiadilan, dan keipastian hukum. 

Oleih kareina itu dalam Undang-Undang 

keipolisian juga meingatur meingeinai diskreisi 

yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang 

tentang Keipolisian. Dari hal teirseibut keimudian 

lahir beibeirapa seibab seipeirti konseikueinsi dari 

peineirapan keiadilan reistoratif, yang dalam hal 

ini beirdasarkan konseip peineigakan hukum 

meilalui konseip ini peirkara yang timbul akan 

diseileisaikan deingan jalur non-litigasi dan 

peimilihan SP3 ini meinjadi sangat krusial untuk 

meingheintikan proseis pidana pada tahap 

peinyidikan saja.  
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Peineirapan SP3 di lingkungan Polreis 

Wonosobo, seibagaimana adanya beibeirapa 

kasus pidana yang meindapatkan SP3 teircatat 

pada tahun 2022 teirdapat 20 kasus yang 

meindapatkan SP3 deingan beirbagai kualifikasi 

seipeirti kurangnya bukti, peincabutan laporan, 

hingga adanya klausul peirdamaian antara 

korban dan peilaku (Data Divisi Tahanan dan 

Barang Bukti Polres Wonosobo). Beirdasarkan 

hal teirseibut maka dapat dianalisis bahwa 

peingeinaan proseidural SP3 meimiliki sisi yang 

sangat meinarik, hal ini muncul pada alasan 

meineinai peincabutan laporan dan adanya 

klausul peirdamaian antara korban dan peilaku. 

Teintunya hal ini tidak seisuai deingan apa 

yang teilah diatur dalam KUHAP, teirleibih lagi 

pada dasarnya peirdamaian dalam hukum 

pidana adalah suatu hal yang tidak bisa 

dilakukan. Hal ini kareina pada dasarnya hukum 

pidana diciptakan untuk meilindungi 

masyarakat dari bahaya-bahaya yang 

ditumbulkan oleih oknum masyarakat, seicara 

beirsamaan meimpeirbaiki peirilaku oknum 

masyarakat teirseibut dari yang seibeilumnya 

buruk meinjadi leibih baik. Meiskipun beigitu 

kaidah peirdamaian seibeitulnya teilah diatur 

dalam hukum nasional seibagaimana diatur 

dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang mana 

peirdamaian teirseibut hanya beirlaku untuk 

hukum keipeirdataan. Atau dalam peiraturan 

yang leibih baru yaitu beirdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 19999 Teintang 

Arbitrasei Dan Alteirnatif Peinyeileisaian 

Seingkeita seidangkan dalam jalur litigasi kita 

meingeinal peirdamaian dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

Teintang Proseidur Meidiasi Di Peingadilan.  

Dalam kaidah hukum pidana indoneisia 

seicara struktural teintu kita tidak dapat 

meineimukan proseidural peirdamaian antara 

korban dan peilaku keijahatan, teirkeicuali bagi 

tindak pidana anak yang meimfokuskan anak 

yang beirhadapan deingan hukum diprioritaskan 

meinggunakan jalur-jalur non-litigasi seipeirti 

diveirsi. Atau dalam peiraturan lain seipeirti 

meidiasi peinal seibagaimana diatur meilalui 

aturan keipolisian seipeirti pada Surat Kapolri 

No. Pol: B/3022//XII/2009/SDEiOPS teintang 

Peinanganan Kasus Meilalui Alteirnatif Disputei 

Reisolution (ADR). Teintunya hal ini 

dibeirlakukan tidak seicara meinyeiluruh dan 

diatur meilalui KUHAP, namun seibagaimana 

keiweinangan keipolisian seibagaimana diatur 

dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l Jo Pasal 16 

Ayat (2) Undang-Undang tentang Keipolisian. 

Dimana beirdasarkan Pasal teirseibut keipolisian 

meimiliki keiweinangan untuk meilakukan 

tindakan lain yang beirtanggungjawab sesuai 

koridor tentunya meimeinuhi beibeirapa syarat, 

diantaranya: 

1. Tidak meilanggar peiraturan hukum yang 

beirlaku; 
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2. Seisuai deingan keiwajiban hukum yang 

meingharuskan peilaksanaan tindakan 

teirseibut; 

3. Rasional, masuk akal, dan seisuai deingan 

lingkup tanggung jawabnya; 

4. Keiputusan yang dipeirtimbangkan deingan 

alasan yang teipat beirdasarkan keiadaan 

yang meimaksa; 

5. Meinghormati hak asasi manusia yang 

meileikat pada individu. 

Dari hal teirseibut maka SP3 yang diteirapkan 

seibagai konseikueinsi akan adanya keiseipakatan 

antara korban dan peilaku seibeitulnya tidak 

meinyalahi peiraturan peirundang-undangan. 

Meiskipun dalam peilaksanaannya teirdapat hal 

yang sangat krusian yang harus digarisbawahi 

yaitu tidak seimua tindak pidana dapat 

diseileisaikan meilalui jalur non-litigasi. Dimana 

peinyeileisaian peirkara pidana dalam proseidur 

non-litigasi hanya beirlaku seicara  teirbatas pada 

tindak pidana ringan seipeirti peincurian ringan, 

keikeirasan ringan, peinipuan ringan, dan lain 

seibagainya atau dalam substansi tindak pidana 

yang meingandung deilik aduan meinurut 

peiraturan peirundang-undangan. 

2. Mekanisme dalam Penerbitan Surat 

Perintah Penghentian Penyidikan 

(SP3) dalam Sistem Peradilan 

Pidana di Polres Wonosobo 

Seipeirti yang teilah dijeilaskan diatas bahwa 

peimeiriksaan teirhadap tindak pidana dapat 

diheintikan oleih kareina seibab-seibab teirteinu 

seibagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) 

KUHAP. Diteirangkan dalam pasal 109 ayat (2) 

KUHP bahwa peingheintian peinyidikan dapat 

dilakukan kareina tidak cukup bukti, peiristiwa 

yang teirjadi bukan meirupakan tindak pidana, 

dan peingheintian peinyidikan deingan alasan 

deimi hukum yang teirdiri dari neibis in ideim, 

hilangnya keiweinangan untuk meinuntut kareina 

teirsangka meininggal dunia, dan daluarsa. Hal-

hal teirseibut dijeilaskan sebaigai beirikut: 

1. Tidak cukup bukti 

Tidak meimadai bukti, beirarti peinyidik 

tidak meimiliki dua alat bukti yang sah untuk 

meineitapkan seiseiorang seibagai teirsangka. Oleih 

kareina itu, dalam peineirbitan SP3 (Surat 

Peirintah Peingheintian Peinyidikan), dinyatakan 

bahwa alat bukti yang digunakan untuk 

meineitapkan teirsangka dianggap tidak 

sah/teipat/akurat/bukan seibagai alat bukti, 

seihingga SP3 diteirbitkan. Namun deimikian, 

SP3 dalam konteiks tidak meimadai bukti juga 

dapat dianggap seibagai tindakan koreiktif yang 

dilakukan oleih peinyidik teirhadap peineitapan 

teirsangka pada seiseiorang. Teirkait deingan 

keicukupan bukti, dapat meirujuk pada putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-

XII/2014 Juncto PEiRMA 4/2016 teintang 

Larangan Peininjauan Keimbali Putusan 

Prapeiradilan, yang meinyatakan bahwa bukti 

yang cukup minimal meilibatkan dua alat bukti 
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yang sah seisuai deingan Pasal 184 KUHAP. 

Deifinisi saksi meingacu pada putusan MK 

Nomor 65/PUU-VIII/2010. 

Dalam konteiks alat bukti saksi, dalam 

tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, 

diteirapkan asas "unus teistis nullus teistis" yang 

beirarti satu saksi bukanlah saksi yang cukup. 

Keitika seiorang teirsangka diteitapkan, peinyidik 

harus meimiliki minimal dua orang saksi. 

Keiteintuan ini juga diatur dalam Pasal 185 ayat 

(2) KUHAP. Namun, teirdapat peingeicualian 

dalam kasus tindak pidana Peinghapusan 

Keikeirasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 

dan Peimbeirantasan Tindak Pidana 

Peirdagangan Orang (PTPPO). Dalam Pasal 55 

UU PKDRT diseibutkan bahwa keiteirangan 1 

saksi korban sudah cukup ditambah deingan alat 

bukti lainnya yang syah meinurut KUHAP. Hal 

yang sama juga diatur dalam UU No. 21/2007 

teintang PTPPO. 

 

2. Peiristiwa yang dipeirsangkakan bukan 

peiristiwa pidana  

Alasan bahwa peiristiwa yang disangkakan 

bukan meirupakan peiristiwa pidana juga 

meinceirminkan kurangnya keihati-hatian atau 

keitidakprofeisionalan dari pihak peinyidik 

dalam meineitapkan seiseiorang seibagai 

teirsangka. Keitika seiseiorang akan diteitapkan 

seibagai teirsangka, teirdapat seirangkaian 

tindakan peinyeilidikan seibagaimana diatur 

dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP, yang 

meilibatkan upaya peinyeilidik untuk 

meineintukan apakah peiristiwa yang diduga 

meirupakan tindak pidana atau bukan. 

Peinyeilidikan ini beirtujuan untuk meimastikan 

bahwa peiristiwa hukum teirseibut meimeinuhi 

kriteiria tindak pidana, dan bukan meirupakan 

peirbuatan yang teirkait deingan hukum peirdata, 

hukum administrasi neigara, atau adat. Oleih 

kareina itu, alasan yang meinyatakan bahwa 

Surat Peirintah Peingheintian Peinyidikan (SP3) 

diteirbitkan kareina peirbuatan yang dilakukan 

oleih teirsangka tidak teirmasuk dalam kateigori 

tindak pidana meinjadi kurang reileivan. 

3. Alasan deimi hukum  

Alasan keitiga untuk diteirbitkannya Surat 

Peirintah Peingheintian Peinyidikan (SP3) adalah 

alasan deimi hukum. Alasan ini meimiliki 

landasan yang leibih substansial dan 

beirdasarkan peirtimbangan hukum yang formal. 

Dalam banyak doktrin dan putusan peingadilan, 

alasan deimi hukum dalam peineirbitan SP3 

didasarkan pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang meiliputi (1) 

prinsip nei bis in ideim (2) keimatian teirsangka 

(3) beirakhirnya masa beirlakunya hukuman. 

Seicara singkat, prinsip nei bis in ideim diatur 

dalam Pasal 76 KUHP yang meinyatakan 

bahwa seiseiorang tidak dapat diadili dua kali 

atas peirkara yang sama. Meiskipun otoritas 

untuk meinuntut seiseiorang beirada pada jaksa, 
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peinyidik juga akan beirhati-hati dalam 

meineitapkan seiseiorang seibagai teirsangka 

kareina jaksa tidak akan meinuntut orang yang 

seibeilumnya sudah dituntut dalam peirkara yang 

sama. Oleih kareina itu, jika peinyidik meinyadari 

bahwa orang yang teilah diteitapkan seibagai 

teirsangka seibeinarnya adalah orang yang sama 

yang seibeilumnya teilah dihukum dalam peirkara 

yang sama, maka SP3 akan diteirbitkan. 

Keimudian, Pasal 77 KUHP meingatur 

teintang kasus keitika teirsangka meininggal 

dunia. Alasan ini cukup jeilas untuk meinjadi 

peirtimbangan dalam meineirbitkan SP3. Tidak 

mungkin meinuntut seiorang yang sudah 

meininggal kei peingadilan, meiskipun 

peirbuatannya sangat keijam. 

Alasan keitiga adalah beirdasarkan 

keiteintuan dalam Pasal 78 KUHP yang 

meingatur meingeinai daluarsa (preiskripsi). 

Teirkait deingan daluarsa, teirdapat eimpat 

kateigori seibagai beirikut: 

a. Jika sudah leiwat satu tahun untuk tindak 

pidana peirceitakan; 

b. Jika sudah leiwat 6 tahun untuk tindak 

pidana yang diancam deingan pidana deinda, 

kurungan, atau peinjara tidak leibih dari 3 

tahun; 

c. Jika sudah leiwat 12 tahun untuk tindak 

pidana yang diancam deingan pidana leibih 

dari 3 tahun; 

d. Jika sudah leiwat 18 tahun untuk tindak 

pidana yang diancam deingan pidana mati 

atau seiumur hidup. 

 

Dalam praktik dilapangan tidak seilalu 

peingheintian peirkara diseibabkan kareina 

kurangnya bukti atau suatu peirkara tidak 

teirmasuk dalam peirkara pidana seibagaimana 

dijeilaskan dalam KUHAP. Meilainkan teirdapat 

seibab lain yaitu beirkaitan deingan peincabutan 

laporan oleih korban, juga teirdapat klausul 

peirdamaian antara korban dan peilaku. Hal ini 

dapat teirjadi pada kasus-kasus yang 

didalamnya teirgabung seibagai deilik aduan. 

Di Polreis Wonosobo pada tahun 2022 

teircatat teirdapat 20 kasus yang meindapatkan 

SP3 yang seimuanya adalah kasus 

peinganiayaan (Data DIV-TAHTI Polres 

Wonosobo). Dimana dalam peingheintian 

peirkara teirseibut dilatar beilakangi oleih adanya 

keiseipatakan damai antara korban dan peilaku 

akibat dari peinyeileisaian peirkara seicara 

keikeiluargaan. Dalam kaidah hukum, hal ini 

sah-sah saja dilaksanakan dan meimiliki 

peiluang beisar untuk diadakan peirdamaian 

antara keidua beilah pihak. Teirleibih lagi jika 

peinganiayaan yang dilakukan peilaku tidak 

meinyeibabkan luka beirat, cacat atau meininggal 

dunia (AIPDA Livina Widaryani, Kaurmintu 

Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo). 
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“Dalam meikanismeinya SP3 ini tidak seirta 

meirta dapat dilakukan, hal ini teintu seisuai 

deingan aturan peirundang-undangan yaitu 

beirdasarkan pasal 109 KUHAP seibagai dasar 

dari peimbeirian SP3 dalam peinanganan tindak 

pidana. Deingan hal ini teintu yang dilakukan 

peirtama kali adalah meilakukan upaya 

peinyeilidikan untuk meincari alat bukti seipeirti 

peitunjuk dan meinanyai saksi-saki yang 

meingeitahui teitntang tindak pidana yang teirjadi. 

Seiteilah dinilai cukup langkah seilanjutnya 

adalah meincari keibeiradaan peilaku dan 

meineitapkannya seibagai teirsangka dalam suatu 

tindak pidana. Dalam tindak pidana ringan 

seipeirti yang ada dalam data, peimbeirian SP3 

dilakukan seiteilah teirjadi keiseipakatan 

peirdamaian antara para pihak. Hal ini teirjadi 

kareina peinanganan tindak pidana yang ada 

pada data teirseibut dilakukan meilalui proseidur 

keiadilan reistoratif, seihingga meimungkinkan 

adanya peirdamaian antara para pihak baik 

peilaku maupun korban. 

Dalam peinanganannya teintu meinggunakan 

proseidur meidiasi, yang pada pokoknya seibagai 

pihak keitiga keipolisian meindeingarkan 

keiluhan-keiluhan dari korban beiseirta 

tuntutannya. Seiteilah meindeingarkan dari sisi 

korban seibagai pihak keitiga keipolisian juga 

meindeingarkan alasan-alasan dari peilaku dalam 

meilakukan tndak pidana dan keimudian 

meingambil jalur teingah yang beirakhir pada 

seibuah keiseipakatan. Seiteilah teirdapat 

keiseipakatan, maka keiseipakatan teirseibut 

keimudian dibuatkan surat peirjanjian yang 

nantinya teirdapat beirbagai poin didalamnya 

dan ditandatangi oleih para pihak. Dari akibat 

peirjanjian peirdamaian teirseibut dilakukan 

peineirbitan SP3 keimudian kasus yang ditangani 

teirseibut dianggap seileisai dan tidak dilakukan 

tindakan lanjutan ((AIPDA Livina Widaryani, 

Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres 

Wonosobo). 

Dalam teimuan ini, kami meilakukan 

wawancara keipada narasumbeir bahwa beiliau 

meinatakan bahwa: 

“meimang bahwa SP3 itu dapat dilakukan 

deingan beirbagai peirsyaratan seibagaimana 

diatur dalam KUHP dan juga KUHAP. Namun 

peirlu ditarik leibih dalam bahwasanya keitika 

seiorang korban meincabut laporannya, dan 

laporan teirseibut meirupakan peiristiwa pidana 

deingan deilik aduan maka hal teirseibut dapat 

dilakukan dan keipolisian pun akan keihilangan 

keiwajiban dalam meinjalankan peimeiriksaan 

seilanjutnya. Beigitupun teirhadap klausul 

peirdamaian, dimana klausul peirdamaian ini 

biasanya teircapai akibat dari pola-pola 

reistorativei justicei pada tindak pidana ringan 

seipeirti pada peincurian ringan, dan 

peinganiayaan ringan. Seihingga jika teircapai 

klausul damai antara korban dan peilaku maka 

keipolisian juga keihilangan keiweinangan dalam 

peimeiriksaannya, seilain itu klausul damai ini 

juga meirupakan suatu putusan yang beirlaku 

teitap diatas seibuah peirjanjian yang 

ditandatangani oleih masing-masing pihak. 

Seihingga seilain keihilangan keiweinangan dalam 

peimeiriksaan juga dapat beirlaku asas neibis in 

ideim jika hal ini dilanjutkan untuk dipeiriksa 

leibih lanjut (AIPDA Livina Widaryani, 
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Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres 

Wonosobo). 

 

Dari hasil wawancara teirseibut dapat 

disimpulkan bahwa dalam peirkeimbangan 

hukum yang seimakin konkreit seipeirti saat ini, 

teintu teirdapat beirbagai hal yang beirubah tidak 

teirkeicuali SP3 yang tidak hanya diseibabkan 

oleih faktor-faktor dalam undang-undang. Hal 

teirseibut teirjadi kareina peimbeirlakuan keiadilan 

reistoratif yang baru muncul akhir-akhir ini, hal 

ini seisuai deingan hasil wawancara yang 

meingatakan bahwa: 

“pada masa ini peimbeirian SP3 dalam 

peineigakan hukum pidana bukan lagi seibagai 

aib kareina dipandang seibagai keitidak 

mampuan keipolisian dalam meinguak suatu 

kasus. Namun deingan adanya sisteim keiaadilan 

reistoratif yang pada hakikatnya adalah untuk 

meingurangi proseidur pidana pada peirkara-

peirkara ringan seipeirti peinganiayaan ringan, 

peincurian ringan dan lain seibagainya 

meimbeirikan nilai bahwa SP3 bukan lagi 

seibagai aib meinainkan seibagai peincapaian 

untuk meilindungi korban maupun meinjatuhkan 

sanksi yang leibih masuk akal seilain pidana 

khususnya peirampasan keimeirdeikaan layaknya 

peinjara dan kurungan. Seihingga peineirbitan 

SP3 yang seikarang tidak hanya seibagai beintuk 

keikurangan beibeirapa aspeik peimbuktian seipeirti 

yang diatur dalam KUHAP, namun leibih jauh 

lagi seibagai konseikueinsi yang ditimbulkan dari 

proseidur keiadilan reistoratif yang 

meinghindarkan para pihak dari sisteim 

peiradilan piana formil (AIPDA Livina 

Widaryani, Kaurmintu Satuan Reserse 

Kriminal Polres Wonosobo). 

 

Surat peirintah peingheintian peinyidikan atau 

disingkat deingan SP3 adalah suatu surat yang 

ditujukan untuk meingheintikan peinyidikan, 

seihingga jika keipolisian meineirbitkan SP3 

maka upaya peineigakan pidana teirhadap suatu 

tindak pidana dianggap seileisai, dan tidak dapat 

dilakukan upaya lanjutan teirhadap tindak 

pidana yang teilah ditangani. SP3 ini 

meirupakan keiweinangan dari peinyidik 

seibagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf i jo Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal 7 

ayat (1) huruf i KUHAP meineigaskan: 

“Peinyidik seibagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 beirweinang meingadakan peingheintian 

peinyidikan”. Pasal 109 ayat (2) KUHAP 

meineigaskan:  

“Dalam hal peinyidik meingheintikan peinyidikan 

kareina tidak teirdapat cukup bukti atau 

peiristiwa teirseibut bukan meirupakan tindak 

pidana atau peinyidikan diheintikan deimi 

hukum, maka peinyidik meimbeiritahukan itu 

keipada peinuntut umum, teirsangka atau 

keiluarganya”. 

 

Dalam klausul pasal teirseibut dapat 

disimpulkan bahwa peingheintian peirkara 

meilalui SP3 hanya dapat dilakukan keitika teilah 

didapatkan teirsangka dari suatu tindak pidana. 

Namun kareina keidudukan teirsangka ini masih 

teirdapat asas praduga teik beirsalah 

(preisumption of innoceint), maka keitika 

diteimukan bahwa peirkara teirseibut tidak cukup 

bukti untuk meinghindarkan teirsangka dari 

diskriminasi dan keitidak adilan dalam sisteim 

peiradilan pidana peinyidik dapat meilakukan 
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SP3 dalam peirkara teirseibut untuk 

meingheintikan proseis peinyidikan.  

Leibih lanjut lagi bahwa dalam sisteim 

peiradilan pidana teirdapat 2 macam SP3 yaitu 

Pertama, SP3 peinuh yang dapat diteirbitkan 

oleih peinyidik keitika meindapati keijadian yang 

dilaporkan seibagai tindak pidana namun 

nyatanya bukan, atau peirkara yang dilaporkan 

neibis in ideim, teirsangka meininggal dunia, atau 

daluarsa.   Kedua, SP3 seimeintara pada kasus-

kasus pidana yang kurang bukti deingan 

maksud peirkara dapat diproseis dan dipeiriksa 

keimbali seiteilah didapatkan bukti yang cukup 

untuk meilakukan upaya peingadilan dalam 

rangka peimeinuhan aspeik keipastian hukum, 

keiadilan, dan keimanfaatan. 

Dari hal teirseibut maka dapat juga ditarik 

leibih lanjut meingeinai peineirbitan SP3 yang 

seicara garis beisar dimulai dari laporan dari 

korban, dilanjutkan deingan upaya peinyeilidikan 

untuk meingumpulkan bukti baik dalam beintuk 

peitunjuk, surat, saksi, dan lain seibagainya. 

Keimudian dilakukan peincarian teirhadap 

teirsangka beirbeikal bukti yang cukup, seiteilah 

dilakukan peinangkapan dilanjutkan deingan 

upaya peinyidikan. dalam proseidur peinyidikan 

ini keimudian ditinjau lagi keiseisuaian antara 

bukti, dan keiteiangan teirsangka yang dalam hal 

ini keimudian meimunculkan suatu hal yang 

meinarik. Hal ini kareina bisa saja bukti yang 

teilah teirkumpul dianulir seihingga meimbuat 

peirkara ini keikurangan bukti seihingga 

peinyidikan tidak dapat dilanjutkan.  

Seibagaimana teilah diseibutkan diatas 

bahwa SP3 meirupakan keiweinangan dari 

peinyidik maka seibeitulnya SP3 ini adalah suatu 

proseidur dalam ranah administratif yang dapat 

dikeiluarkan tanpa ada meikanismei khusus. 

Teintunya hal ini beirsifat sangat subyeiktif 

beirgantung dari keimampuan dari peinyidik 

keipolisian dalam meingusut suatu kasus pidana. 

Namun dalam kaitannya deingan peirmasalahan 

yang teirjadi dalam peingheintian peirkara di 

polreis wonosobo beirdasarkan data yang teilah 

dihimpun peinyidik teilah meilakukan upaya 

yang sangat positif dalam peinafsiran teirhadap 

suatu tindak pidana yang diseileisaikan meilalui 

meidiasi peinal. Oleih kareinanya hal teirseibut 

tidak hanya seisuai deingan peiraturan 

peirundang-undangan, namun juga kaidah-

kaidah sosial keimasyarakatan. 

 Namun, meiskipun SP3 teilah diteirbitkan, 

masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan 

untuk meimbatalkan atau meinyatakan tidak 

sahnya SP3, yaitu meilalui proseidur yang 

diseibut prapeiradilan. Prapeiradilan adalah 

weiweinang peingadilan neigara untuk meimeiriksa 

dan meimutuskan hal-hal seibagai beirikut (Pasal 

77-Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana): 

a. Keiabsahan peinangkapan dan/atau 

peinahanan atas peirmintaan teirsangka, 

keiluarganya, atau pihak yang 
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beirkeipeintingan deimi teigaknya hukum 

dan keiadilan. 

b. Keiabsahan peingheintian peinyidikan atau 

peingheintian peinuntutan atas peirmintaan 

yang beirkeipeintingan deimi teigaknya 

hukum dan keiadilan. 

c. Peirmintaan ganti rugi atau reihabilitasi 

oleih teirsangka, keiluarganya, pihak lain, 

atau kuasanya yang peirkaranya tidak 

diajukan kei peingadilan. 

 

Dalam prapeiradilan, peingadilan akan 

meingkaji apakah tindakan yang dilakukan 

dalam peinangkapan, peinahanan, peingheintian 

peinyidikan, atau peingheintian peinuntutan 

teirseibut seisuai deingan prinsip-prinsip hukum 

dan keiadilan. Jika peingadilan meineimukan 

adanya peilanggaran atau keitidakpatuhan 

teirhadap proseidur yang beirlaku, maka SP3 

dapat dibatalkan dan tindakan hukum 

seilanjutnya dapat diambil untuk meineigakkan 

keiadilan. 

C. SIMPULAN 

Tinjauan hukum teirkait deingan Surat 

Peirintah Peingheintian Peinyidikan (SP3) di 

Polreis Wonosobo beirdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat 

peirintah peingeintian peinyidikan seicara garsi 

beisar adalah seibuah surat administratif untuk 

meingeintikan peinyidikan teirhadap suatu kasus 

pidana deingan beibeirapa seibab yang seisuai 

deingan pasal 109 KUHAP antara lain adalah 

kurangnya bukti yang cukup seibagai dasar 

peirtanggungjawaban pidana oleih peilaku tindak 

pidana, suatu peiristiwa tidak dinilai seibagai 

beintuk dari tindak pidana, seirta peimbeirheintian 

yang dilakukan deimi hukum yang teirdiri dari 

neibis in ideim (suatu peirkara teilah meindapatkan 

putusan yang beirlaku teitap), meininggalnya 

teirsangka, dan peirkara yang ditangani teilah 

meincapai batas peinyidikan (daluarsa). 

Meiskipun beigitu dalam peineirapannya teirdapat 

satu seibab lagi yaitu meirupakan konseikueinsi 

dari peinyeileisaian peirkara pidana meilalui 

proseidur keiadilan reitoratif meilalui upaya 

meidiasi dan sisteim lain yang dinamakan 

deingan ADR (alteirnatif disputei reisolution) 

dalam tindak pidana ringan atau tindak pidana 

lain beirdasarkan peiraturan peirundang-

undangan dapat dilakukan meikanismei teirseibut.  

Meingeinai meikanismei dalam peimbeirian 

Surat Peirintah Peingheintian Peinyidikan (SP3) 

dalam sisteim peiradilan pidana di Polreis 

Wonosobo seibagaimana diseibutkan oleih 

narasumbeir seirta sumbeir-sumbeir teirkait tidak 

teirdapat meikanismei yang baku dalam 

peineirbitan ini keicuali jika peingheintian 

peinyidikan dilakukan oleih peinyidik maka 

peirlu meimbeiritahukan hal ini keipada peinuntut 

umum, teirsangka atau keiluarganya. Beigitupun 

jika peingheintian peinyidikan diheintikan oleih 

peinyidik peigawai neigeiri maka peirlu 

meindapatkan peirseitujuan dari peinyidik 

seilanjutnya diteiruskan keipada peinuntut umum, 

teirsangka atau keiluarganya. Seilain ini dalam 

meinjamin keiadilan hukum dan keiseitaraan 
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dimata hukum, maka SP3 ini dapat digugat 

untuk ditinjau keimbali meilalui prapeiradilan 

yang meirupakan keiweinangan dari Prngadilan 

Neigeiri. 
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